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KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/ (7 9/ /Satpol.PP & Damkar/PS/2023

TENTANG

PENETAPAN STAF SEBAGAI SOPIR
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas rutin/ operasional
Pimpinan dan dalam rangka operasional kendaraan dinas roda 4
empat vang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir selatan, maka perlu ditetapkan stafl
yang dipandang mampu menjadi sopir memenuhi maksud tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038};

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua At
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemennmhf;r:
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015!}%?‘
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S0/E



Menetapkan
KESATU

KEDUA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Reuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 16 Tahun 2020 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021
Tenatng Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022

Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2023:

14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun
2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023,

15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/17 /Kpts/BPT-
PS/2023 tanggal 2 Januar 2023 tentang Penetapan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2023,

16. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 333.1 J/01/ Kpts/
Pol.PP &PK /2022 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

:Menunjuk Saudara Dian Adilla Putra sebagai Sopir pada Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir
Selatan.

: Sopir pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Keha}caran
Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :



RETHIA

REEMPAT

KELIMA

i

- wepada Sopir Satuan Polist

s Segala biava yvang

s Reputitsan ini mulai berlaku terhitung mualai
apabila dikemudian han terdapat  kekeliruan  dalam  penetapan

Tembusan bepoda Yil

Bapak Bupati Pesizic Sclatan i Painan.
Inspektur Dacrah Kabupaten Pesisic Selatan di Painan,

Radan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan & Painan

2dr Sopir vang bersangkutan.

b, Bertameung jawalb terhadagp kenderaan dinas vang digunakan
3 Rendeman  dinaz  tersebut dipergunakan  uniuk keperinan
opemsional dan pmpinan  sesia dengan  Stamdar Operastonal
Posedur Satuan Polist Pameng Praja dan Pemsdam kebakaran dan
atau untuk keperuan dinas & hngkungan Satuan Pelis Pamong
Peara dan Pemadam hebakaran habupaten Pegisir Selatan.

arits mclengkapi din dengan sumat-sunid kendeman stpet

3, Bopr =
2yrat lain Menpgemudi, STNK dlL

4 Melaksanakan tugas-rugas an vang diperintahkan oleh Fimpinan

Famonz Prga dan Pemadam hebakaran
dibentkan upah kena sebesar,

ima Puhth Riba Bupsah! Per

tari dimaksud Dikium hesatu
12 L

sebagany
Rp. 1.750.000.- (Satu Juta Twuh Rat
Orang setiap bulannya

ditimbulkan akibat dikeluarkannya hepitusan
dibebankan kepada Anggaman  Pendapatan dan Belanja Dacmb
Rabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 pada DPA Satan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakamn habupaten Posisir

Selatan,
tangeal ditetapkan dan

Reputusan ini akan diperbatki kembah sebagaimana mestinya

Diretapkan di ¢+ Panan
pada tanggal @ 04 Januan J023




